





_3-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota

Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dan Peningkatan

Efektivitas Tata Kelola yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan

sebagai berikut:
BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam
melakukan kerja sama kelembagaan.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama pengawasan
sektor jasa keuangan dan peningkatan efektivitas tata kelola.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. Kegiatan asurans (assurance) dan konsultansi;
b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
c. Penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
Penegakan Hukum dan pelaksanaan tugas lainnya; dan
Bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.
BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kegiatan Asurans (Assurance) dan Konsultansi
Pasal 3
(1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan kegiatan asurans {assurance) dan konsultansi
dalam rangka peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian
pada PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

permintaan dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK PIHAK
PERTAMA KEDUA

[+,




(1)

{2)

3)

(1)

(2)

(1)

Bagian Kedua

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 4
PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan kegiatan
pendidikan/pelatihan, seminar, simposium, maupun kegiatan lain dalam rangka
peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK.
PARA PIHAK dapat menyediakan narasumber dan/atau fasilitas dalam kegiatan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1}.
Penyediaan narasumber dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 5
PARA PIHAK dapat menyediakan dan memanfaatkan data dan/atau informasi
terkait Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Efektivitas Tata Kelola
Organisasi, atau data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan tugas PARA PIHAK.
Penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penegakan Hukum dan Penugasan Lainnya

Pasal 6
PIHAK KEDUA membantu pelaksanaan penegakan hukum dan penugasan lainnya
yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara:
a. penyediaan sumber daya manusia PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA
untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan;
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b. penyediaan sumber daya manusia PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA
untuk melaksanakan kegiatan penugasan lainnya; dan/atau

c. pemanfaatan sarana dan/atau prasarana milkk PIHAK KEDUA yang
dioperasikan oleh pegawai PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK
PERTAMA.

PIHAK PERTAMA membantu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang

dilaksanakan cleh PIHAK KEDUA dengan menyediakan sumber daya manusia

PIHAK PERTAMA, untuk menjadi narasumber dan/atau tenaga ahli.

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

b dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menugaskan Pegawai PIHAK KEDUA di

lingkungan PIHAK PERTAMA.

BAB IV
KERAHASIAAN

Pasal 7
PARA PIHAK dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi
berdasarkan Nota Kesepahaman ini menentukan data dan/atau informasi yang
bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan internal masing-masing PIHAK.
PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data
dan/atau informasi tersebut.
PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan
pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan
data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan
tertulis dari PIHAK pemilik data dan/atau informasi, kecuali data dan/atau
informasi tersebut merupakan data dan/atau informasi yang bersifat terbuka atau
dinyatakan terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA
PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang
diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau

informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.
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BABV
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 8

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat
korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Pejabat Penghubung : Direktur Hubungan Kelembagaan

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat

Telepon : (021} 29600000 ext. 8591

Email :  kelembagaan@ojk.go.id

Website : www.gjk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa

Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur

Alamat : Jalan Pramuka No.33 Jakarta Timur
Telepon : (021) 85910031 ext. 0803

Email : Dep4dirO03@bpkp.go.id

Website : dan.bpkp.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat
korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut

harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing PIHAK.

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi
tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

PIHAK PIHAK
PERTAMA | KEDUA

o | N







-8-

b. diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui
penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang berkeinginan
mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

(3} Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari PIHAK terkait, yang
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila
terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat

dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1}.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12
Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan
pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB X
ADDENDUM

Pasal 13
Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu diatur dan belum diatur dalam
Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh
PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14
(1) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK meskipun
terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota

Kesepahaman ini.
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